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Kata Kunci: ABSTRAK
Hukum; Wanita hamil; zina; Artikel ini membahas pernikahan dalam Islam sebagai ibadah yang
4 mazhab. memiliki hikmah penting, seperti memenuhi kebutuhan biologis,
menjaga kesucian diri, dan membangun keluarga sakinah. Berdasarkan
Keywords: Al-Qur'an dan hadits, pernikahan memiliki hukum boleh, sunnah, atau
Law; Pregnant woman; Zing; wajib dalam kondisi tertentu, seperti untuk menghindari zina.
Four schools of Perbedaan pandangan ulama terkait hukum pernikahan menunjukkan
jurisprudence. fleksibilitas dalam menyesuaikan dengan kondisi individu. Selain itu,

artikel ini membahas hukum pernikahan dengan wanita hamil akibat

zina menurut pandangan 4 mazhab serta membahas status nasab anak
hasil zina, yang hanya dinasabkan kepada ibunya dengan konsekuensi tidak adanya hubungan mahram dan
hak-hak nasab. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan pemahaman tentang hukum pernikahan Wanita
yang hamil sebab zina dan konsekuensinya dalam Islam.
ABSTRACT
This article discusses marriage in Islam as an act of worship that carries important wisdom, such as fulfilling
biological needs, maintaining personal purity, and building a harmonious family. Based on the Qur'an and
Hadith, marriage is permitted, recommended, or obligatory under certain conditions, such as to avoid
committing zina (unlawful sexual relations). The differences in scholars' opinions regarding the laws of
marriage highlight the flexibility of Islamic law in accommodating individual circumstances. Furthermore,
this article examines the legal status of marriage with a pregnant woman as a result of zina from the
perspectives of the four major schools of Islamic jurisprudence (mazhab) and explores the status of a child
born as a result of zina, who is only to be attributed to the mother, with the consequence of no legal mahram
relationship or inheritance rights. Overall, this article provides an understanding of the laws governing
marriage, the case of a woman pregnant due to zina, and its legal consequences in Islam.

Pendahuluan

Zina sering ditemukan di mana pun kita berada, baik pada mereka yang sudah memiliki
ikatan pernikahan maupun yang belum, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, kaya
atau miskin, dan seterusnya. Secara umum, zina didefinisikan sebagai hubungan
persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa adanya ikatan
pernikahan yang sah (Ghozali & Nasrulloh, 2022, pp. 533-534).Masalah hukum menikahi
wanita hamil dalam Islam muncul sebagai akibat dari beberapa faktor sosial dan
perubahan dinamika masyarakat. Dalam masyarakat modern, terjadi peningkatan angka
kehamilan di luar nikah, yang memunculkan pertanyaan tentang bagaimana agama
Islam memandang pernikahan dengan wanita hamil. Dalam konteks hukum Islam,
pernikahan dengan wanita hamil dapat memunculkan berbagai permasalahan, misalnya
terkait status hukum anak yang dikandung dan apakah anak tersebut berhak memiliki
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nasab atau hubungan darah dengan suami dari wanita tersebut jika kehamilan terjadi
sebelum akad nikah.

Kajian mengenai nasab merupakan salah satu topik yang selalu memperoleh
perhatian besar dari para peneliti hukum Islam. Hal ini karena nasab berkaitan erat
dengan berbagai aspek penting seperti perwalian, kewajiban nafkah, pengasuhan anak
(hadanah), hak waris, hingga ketentuan tentang pihak-pihak yang haram dinikahi.
Karena urgensinya yang tinggi, al-Qur’an menyebut istilah nasab sebanyak dua kali, yaitu
dalam surah al-Furgan [25]: 54 dan al-Saffat [37]: 158. Bahkan, penjagaan terhadap nasab
(hifz al-nasab) menjadi salah satu prinsip universal (al-qawa‘id al-kulliyyah) dalam hukum
Islam, yang berfungsi memperkokoh struktur sosial, menumbuhkan kasih sayang, serta
menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia (Muhammad, 2020, pp. 194-195).

Selain itu, problematika ini sering kali mengundang stigma sosial yang memperburuk
situasi bagi pihak wanita hamil dan keluarga mereka. Banyak keluarga dan masyarakat
yang berusaha menyelesaikan masalah ini melalui pernikahan, sehingga menciptakan
tekanan bagi wanita hamil untuk segera menikah demi menghindari cemoohan sosial
atau melindungi nama baik keluarga. Oleh karena itu, penelitian dan kajian hukum
mengenai hal ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
serta panduan yang jelas bagi umat Islam terkait pernikahan dengan wanita hamil,
dengan harapan dapat mengurangi kebingungan dan meringankan stigma yang ada di
masyarakat.

Pembahasan

Dalil Nikah

Nikah merupakan salah satu ibadah yang sangat dihargai dalam Islam, di mana ia
bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan
menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT telah memberikan petunjuk-Nya
dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya pernikahan, baik untuk memelihara kesucian diri
maupun untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam
beberapa ayat-Nya, Allah menjelaskan tentang hikmah dan tujuan pernikahan, serta
keutamaan yang terkandung dalam hubungan suami-istri sebagai tanda kebesaran-
Nya.Berikut adalah beberapa ayat dan hadits yang menjadi dasar dan pedoman bagi
umat Islam dalam menjalani kehidupan pernikahan:
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“Dan nikahkanlah orang-orang yang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang
layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan
karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32) (Al-
Qur’an Dan Terjemah, 2010, p. 354)
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“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanyad, dan Dia menjadikan
diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21) (Al-Qur’an Dan Terjemah,
2010, p. 406)
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p-54)
“Rasulullah ¥ bersabda: 'Menikah adalah bagian dari sunnahku. Barang siapa yang tidak
mengamalkan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian, karena aku akan
berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain. Barang siapa yang memiliki

kemampuan, hendaklah ia menikah. Namun, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia
berpuasa, karena puasa adalah pengekang syahwat.”

Hukum Asal Nikah Menurut Pendapat Ulama

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal pernikahan berdasarkan mazhab
sebagai berikut (As-Shabuny, 2022, pp. 154-155):

Mazhab Zahiri

Mazhab ini menyatakan bahwa pernikahan itu wajib, dan seseorang dianggap berdosa
jika meninggalkannya. Mereka berpendapat bahwa hukum pernikahan itu waijib
berdasarkan dua alasan utama:

Penggunaan Lafazh Perintah

Ahl al-Zahiri berpendapat bahwa perintah untuk menikah dalam QS. An-Nur: 32 itu
menggunakan bentuk perintah (<l Js4) dalam kata "1 sA<3" (Dan nikahkanlah). Dalam
ilmu ushul figh, perintah (_+!) sering kali diartikan sebagai kewajiban (<), kecuali jika
ada petunjuk lain yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, mereka menafsirkan
ayat ini sebagai perintah yang menunjukkan bahwa pernikahan itu wajib dilakukan.

Zawaj/Nikah sebagai Sarana untuk Menghindari Perbuatan Haram

Ahl al-Zahiri juga menilai bahwa pernikahan merupakan sarana untuk menjaga
kesucian diri (o4 slic) dari perbuatan haram, seperti zina. Dalam pandangan mereka,
menjaga diri dari perbuatan haram adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama
dan hukumnya wajib. Oleh karena itu, jika pernikahan menjadi sarana utama untuk
menjaga diri dari perbuatan tersebut, maka pernikahan itu dianggap wajib, karena
sesuatu yang menjadi sarana untuk melakukan kewajiban, maka ia juga dianggap
sebagai kewajiban.

Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan itu mubah (diperbolehkan), bukan wajib,
dengan argumen bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memenuhi
kebutuhan biologis dan mendapatkan kenikmatan (55 Jsis 33 ¢Lad). Dalam pandangan
Imam Syafi'i, tujuan pernikahan mirip dengan tujuan dari tindakan-tindakan lain yang
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diperbolehkan dalam Islam, seperti makan dan minum, yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan jasmani.

Mayoritas Mazhab (Maliki, Hanafi, dan Hanbali)

Mereka menyatakan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah,
dan tidak dianggap sebagai kewajiban. Beberapa dalil yang mendasari pandangan ini
adalah sebagai berikut:

a. Jika pernikahan itu wajib, maka seharusnya banyak riwayat yang datang dari
Nabi Muhammad ¥ dan para sahabat mengenai kewajiban menikah, mengingat
pernikahan adalah kebutuhan yang mendasar. Namun, kita menemukan bahwa
pada masa Nabi £ dan para sahabat, banyak orang yang belum menikah (baik
pria maupun wanita) dan tidak ada kritik atau teguran dari Nabi # terhadap
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tidaklah wajib.

b. Jika pernikahan itu wajib, maka wali (orang tua) seharusnya bisa memaksa
wanita janda (tsayyib) untuk menikah. Namun, ini bertentangan dengan syariat
yang mengajarkan bahwa wanita harus memberikan persetujuan dan kerelaan
untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam hadits: “Tidak boleh kamu
nikahkan wanita yang telah menjanda hingga mereka setuju dan merelakan
pernikahan tersebut.”

c. Pendapat al-Jassas: Beliau mengatakan bahwa pernikahan itu dianjurkan, dan
ini dapat dilihat dari fakta bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang tuan untuk
memaksa budaknya (baik laki-laki maupun perempuan) untuk menikah. Ini
menunjukkan bahwa pernikahan itu bersifat mandub (dianjurkan), bukan wajib.

d. Dalam sebuah hadits, Nabi ¥ bersabda, “Barang siapa yang mencintai syariatku,
maka hendaklah ia mengikuti sunnahku, termasuk sunnahku adalah nikah”.
Hadits ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sunnah yang sangat
dianjurkan.

e. Hadits lain: Nabi # juga bersabda, “Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak
melahirkan, karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat” (HR.
Ahmad). Ini menunjukkan bahwa pernikahan itu sangat dianjurkan untuk
memperbanyak keturunan yang baik.

Berdasarkan dalil-dalil ini, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan adalah sunnah
yang dianjurkan, bukan kewajiban, meskipun ia sangat disarankan untuk menjaga diri
dari perbuatan haram dan untuk membangun keluarga yang baik.Pada dasarnya,
perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan antara wajib atau dianjurkan
(mandub) berlaku dalam kondisi normal, yaitu ketika seseorang aman dari godaan untuk
melakukan perbuatan haram, seperti zina. Namun, apabila seseorang khawatir akan
terjerumus dalam zina karena ketidakmampuannya menahan nafsu, maka pernikahan
menjadi wajib. Hal ini karena menjaga diri dari perbuatan haram, seperti zina, adalah
kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim (As-Shabuny, 2022, p. 155).

Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hukum
pernikahan ini berdasarkan keadaan individu. Jika seseorang takut akan terjatuh dalam
dosa zina, atau jika dia merasa tidak mampu menahan hawa nafsunya, maka pernikahan
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menjadi wajib baginya untuk melindungi dirinya dari kehancuran moral dan agama.
Sebaliknya, jika seseorang memiliki kekuatan untuk menahan diri dan tidak khawatir
akan terjerumus dalam dosa, maka pernikahan hanya dianjurkan (As-Shabuny, 2022, p.
155). Jika seseorang memiliki keinginan untuk menikah, dan dia mampu secara finansial,
maka menikah adalah hal yang sangat disarankan (mustahabb). Namun, jika seseorang
tidak memiliki kemampuan finansial untuk menikah, maka dianjurkan untuk menjaga
kesucian diri dengan cara lain, seperti berpuasa. Puasa disebutkan dalam hadits sebagai
cara untuk mengekang nafsu dan menjaga diri dari perbuatan haram, seperti dalam
hadits yang menyatakan bahwa puasa adalah dari godaan syahwat (As-Shabuny, 2022,

p- 155).
Hukum Menikah dengan Wanita yang Hamil sebab Zina

Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan dan waktu pelaksanaan
pernikahan dengan wanita yang sedang hamil karena zina, serta hukum terkait hak-hak
dan nasab anak. Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan tersebut dengan syarat-
syarat tertentu, sementara sebagian lainnya menyarankan penundaan hingga wanita
tersebut melahirkan. Pembahasan mengenai hukum ini didasari oleh kajian dalil-dalil dari
Al-Qur’an, Sunnah, dan pandangan fugaha dari berbagai mazhab.

Menurut Mazhab Hanafi

Syekh Abdurrahman bin Muhammad menjelaskan dalam kitabnya Majma’ al-Anhur
(Sulaiman, 2007, p. 329):
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“Dan (diperbolehkan) menikahi wanita hamil karena zina menurut kedua pendapat (dalam mazhab
Handfi), dan ini adalah pendapat yang dipegang sebagai fatwa. Hal ini termasuk dalam nash, dan
ini menunjukkan bahwa jika seseorang menikahi wanita yang telah dizinahi, maka pernikahannya
sah berdasarkan ijma’ (kesepakatan ulama), berbeda dengan pandangan Abu Yusuf, yang
mengkiaskan kasus ini dengan wanita hamil dari pria lain. Namun, tidak boleh berhubungan intim
dengan wanita hamil karena zina, termasuk tindakan pendahuluan lain yang mengarah ke
hubungan intim, dan juga tidak ada kewajiban nafkah sampai ia melahirkan. Ini sesuai dengan
sabda Nabi SAW: 'Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami
tanaman orang lain dengan airnya,' yang bermakna larangan untuk mendekati wanita hamil hingga
ia melahirkan. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i.”

Menurut penjelasan Syekh Abdurrahman bin Muhammad dapat kita pahami
bahwasanya:

a. Dalam mazhab Hanafi, pernikahan dengan wanita yang sedang hamil akibat
zina dianggap sah. Pendapat ini dijadikan fatwa yang diambil berdasarkan dalil
umum atau nash yang memperbolehkan pernikahan secara umum, meskipun
wanita tersebut dalam kondisi hamil dari zina. Para ulama dalam mazhab Hanafi
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sepakat akan hal ini, kecuali Abu Yusuf, yang tidak memperbolehkan
pernikahan dalam kondisi tersebut.

b. Walaupun pernikahan sah, mazhab Hanafi melarang suami untuk melakukan
hubungan intim dengan wanita yang hamil karena zina sampai ia melahirkan.
Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: “Barangsiapa
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyirami tanaman orang
lain dengan airnya.” Maksud dari hadits ini adalah agar seseorang tidak
mencampuri (melakukan hubungan intim dengan) wanita hamil sampai ia
melahirkan, demi menjaga nasab dan menghindari percampuran keturunan.

c. Dalam kasus ini, mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa suami tidak
berkewajiban menanggung nafkah wanita yang hamil karena zina hingga ia
melahirkan. Pandangan ini diambil karena status anak dalam kandungan
bukanlah anak dari pernikahan mereka, sehingga tanggung jawab nafkah tidak
diberikan kepada suami hingga wanita tersebut tidak lagi dalam kondisi hamil.

Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Syarh Fath Al-Qadir karya Syekh Muhammad bin Abdul
Wahid As-Siwasy atau yang dikenal dengan Ibnul Himam, beliau mengatakan (As-Siwasy,

1970, p. 241):
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“(Jika seseorang menikahi wanita yang hamil karena zina) dari orang lain (maka pernikahannya
sah) berbeda dengan pendapat Abu Yusuf. Imam Syafi’i memiliki pendapat yang sama dengan
pendapat kami (mazhab Handfi), sementara Zafar sepakat dengan Abu Yusuf. Namun, jika
kehamilan itu akibat zina dengannya sendiri, maka pernikahan itu sah menurut kesepakatan para
ulama, sebagaimana disebutkan dalam al-Fatawa al-Zahiriyyah dan merujuk pada al-Nawazil.

Dikatakan: Seorang lelaki menikahi wanita yang hamil akibat zina dengannya sendiri; maka
pernikahan itu sah menurut semua ulama, dan mereka juga sepakat bahwa ia diperbolehkan
berhubungan intim dengannya. Jika ada perbedaan pendapat mengenai menikahi wanita yang
hamil akibat zina dengan orang lain, maka ia tidak boleh menggaulinya. Apakah wanita tersebut
berhak mendapatkan nafkah? Al-Tamartashi menyebutkan bahwa ia tidak berhak menerima
nafkah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa ia berhak menerima nafkah. Pendapat
pertama lebih kuat, karena nafkah hanya wadjib jika pernikahannya sah tanpa ada halangan untuk
berhubungan, tidak seperti wanita haid yang alasannya berasal dari ketentuan ilahi, sedangkan
dalam kasus ini hambatannya akibat zina yang dilakukan oleh wanita tersebut sendiri. Menurut
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Muhammad, pendapatnya sejalan dengan pendapat Abu Yusuf. Seperti halnya ia tidak
diperbolehkan untuk menggauli wanita itu, ia juga tidak diperbolehkan untuk mendekati hal-hal
yang berpotensi mengarah ke hubungan intim. Namun, ada pendapat lain yang membolehkan
untuk menggaulinya.”

Dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahid As-Siwasy diatas dapat disimpulkan
bahwa:

a. Pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina dengan orang lain dianggap
sah menurut mazhab Hanafi dan pendapat mayoritas ulama. Namun, Abu Yusuf
dan Zafar berpendapat bahwa pernikahan ini tidak sah. Menurut pandangan
mayoritas, meskipun kehamilan terjadi akibat zina, pernikahan tetap bisa
dilangsungkan dengan syarat-syarat tertentu, walaupun ada beberapa
pembatasan terkait hubungan intim selama kehamilan.

b. Jikaseorang pria menikahi wanita yang hamil akibat hubungan zina dengannya,
maka pernikahan ini dianggap sah menurut ijma’ atau kesepakatan ulama.
Dalam kasus ini, pria tersebut diperbolehkan berhubungan intim dengan wanita
itu tanpa ada larangan.

c. Dalam pernikahan dengan wanita yang hamil karena zina dari orang lain, pria
tersebut tidak diperbolehkan berhubungan intim dengan wanita tersebut. Dan
dalam kasus ini ulama berbeda pendapat tentang kewajiban nafkah. Al-
Tamartashi menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan, sedangkan
pendapat lain menyebutkan sebaliknya. Pendapat yang lebih kuat dalam
mazhab Hanafi menyatakan bahwa nafkah tidak wajib, karena dalam
pernikahan yang sah, nafkah diberikan jika tidak ada penghalang/larangan
untuk hubungan intim dari pihak wanita.

Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik bin Anas bin Malik dalam kitabnya Al-Mudawwanah menyebutkan (Anas,
1994, p. 173):

P
(]
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Saya bertanya, “Apakah boleh bagi seseorang yang berzina dengan wanita untuk
menikahinya wanita tersebut?” Imam Malik menjawab, “Ya, boleh menikahinya, namun dia
tidak boleh melakukannya sebelum memastikan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari
air mani yang rusak.”Begitu juga disebutkan dalam kitab Al-Jami’ li Masail Al -
Mudawwanah karya Abu Bakar Muhammad bin Abdillah bin Yunus At-Tamimi (At-
Tamimi, 2013, p. 334):
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“Barang siapa berzina dengan seorang wanita atau mendapatkan kenikmatan darinya secara
haram, maka aku tidak menyukai jika ia menikahi ibu atau anak perempuan wanita tersebut. Aku
juga tidak menyukai jika anaknya atau ayahnya menikahi wanita itu untuk selamanya. Jika wanita
tersebut sudah berada dalam ikatan pernikahan salah satu dari mereka, maka hendaknya ia
mencerdikannya - ini berdasarkan salah satu pendapat Imam Malik. Namun, tidak ada masalah jika
ia sendiri menikahi wanita itu setelah memastikan bahwa rahimnya bersih dari air mani yang
rusak.”

Dari kedua ibarah diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab maliki
diperbolehkan seorang pria menikahi wanita yang pernah dizinainya, tetapi dengan
syarat rahim wanita tersebut harus melalui masa istibra’ (pembersihan rahim dari air
mani). Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan
tidak tercampur dengan pengaruh zina, terutama dalam menjaga kejelasan garis
keturunan dan menghindari keraguan dalam nasab.

Menurut Mazhab Syafii
Disebutkan dalam kitab Al-Muhaddzab karya syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad
bin Yusuf Asy-Syairazi (Asy-Syairazi, n.d., p. 445):
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“Boleh menikahi wanita yang hamil akibat zina, karena kehamilannya tidak memiliki
hubungan nasab dengan siapa pun (anak dari zina tidak dinasabkan kepada pelaku zina).
Oleh karena itu, keberadaan kehamilannya dianggap tidak berpengaruh dalam hukum
pernikahan.”

Demikian pula diterangkan Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam karyanya, Qut Al-
Habib Al-Gharib, Tausyih ala Fath Al-Qarib Al-Mujib (Al-Jawi, n.d., p. 225):
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“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad
nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh
menyetubuhi istrinya selama masa kehamilan.”

Menurut Mazhab Hambali

Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah dalam kitabnya Al-
Mughni li Ibni Qudamah menyebutkan (Qudamah, 1968, p. 140):
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“Jika seorang wanita berzina, maka tidak halal bagi orang yang mengetahuinya untuk
menikahinya kecuali dengan dua syarat:
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a. Masa iddahnya harus selesai. Jika ia hamil karena zina, maka iddahnya selesai
setelah ia melahirkan anak tersebut. Tidak halal menikahinya sebelum ia
melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Yusuf, dan salah satu riwayat
dari Abu Hanifah.

b. Riwayat lain dari Abu Hanifah menyatakan bahwa menikahinya diperbolehkan
meskipun ia belum melahirkan. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Syafi’i, karena
hubungan (zina) tersebut tidak menyebabkan adanya nasab, sehingga tidak
menjadi penghalang pernikahan, sebagaimana halnya jika ia tidak hamil.”

Status Nasab Anak Hasil Zina dan Konsekuensinya

Secara hakikat, anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibunya saja, sedangkan
pria yang menjadi penyebab kelahirannya tidak dapat dianggap sebagai ayahnya dari sisi
nasab (Wajdi & Khudori, 2024, p. 82). Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Syekh Al-Kathib
Asy-Syirbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj sebagai berikut (Asy-Syirbini, 1994, p. 287):
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(Saya berkata: Anak perempuan yang tercipta dari) air mani (zina), baik zina itu dilakukan
dengan kerelaan perempuan tersebut atau tidak, dan baik ada kepastian bahwa dia berasal dari air
mani pria tersebut atau tidak, (halal baginya untuk menikahinya). Hal ini karena dia dianggap
sebagai orang asing (ajnabiyah) baginya, sebab air mani hasil zina tidak memiliki status mahram.
Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya seluruh hukum nasab, seperti hak warisan dan lainnya, yang
berlaku untuknya.)

Teks di atas membahas status hubungan antara anak hasil zina dan pria yang
melakukan zina (ayah biologis). Berdasarkan hukum Islam, anak hasil zina tidak memiliki
hubungan nasab dengan pria tersebut. Oleh karena itu, anak perempuan yang lahir dari
zina tidak dianggap sebagai mahram bagi pria tersebut. Hal ini disebabkan karena zina
tidak menghasilkan hubungan nasab. Konsekuensinya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan mahram: Anak perempuan yang lahir dari hasil zina dianggap
sebagai orang asing (ajnabiyah) bagi pria yang menjadi ayah biologisnya. Oleh
karena itu, tidak ada larangan menikah antara keduanya dari sudut pandang nasab.

2. Tidak ada hak-hak nasab: Anak hasil zina tidak berhak mewarisi harta dari pria

tersebut, sebagaimana dijelaskan bahwa hukum-hukum nasab seperti warisan,
nafkah, dan lainnya tidak berlaku dalam hubungan ini.

Penjelasan ini mengacu pada prinsip bahwa dalam Islam, nasab hanya diakui melalui
hubungan pernikahan yang sah.

Kesimpulan

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat dihargai, berfungsi menjaga
kesucian diri, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mempererat
hubungan sosial. Al-Qur'an (QS. An-Nur: 32, Ar-Rum: 21, An-Nisa’: 1) dan hadits
menegaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi dan tanda kebesaran Allah. Para
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ulama berbeda pendapat tentang hukumnya: Mazhab Zahiri mewajibkan, Mazhab Syafi’i
memubahkan, sedangkan mayoritas ulama mensunnahkan. Pernikahan menjadi wajib
bagi yang dikhawatirkan terjerumus zina. Pernikahan dengan wanita hamil karena zina
diperselisihkan ulama. Mazhab Hanafi membolehkan tetapi melarang hubungan intim
sampai melahirkan. Mazhab Maliki memperbolehkan setelah masa istibra’. Mazhab
Syafi’i memperbolehkan bahkan hubungan intim selama hamil. Mazhab Hanbali
membolehkan setelah masa iddah selesai (saat melahirkan). Nasab anak zina hanya
kepada ibunya, tidak terhubung kepada laki-laki pelaku zina dan tidak mewarisi darinya.
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